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Membaca

Menimbang

Mengingat:

1.

TAHUM ANGGATAN 2003.
GUBERNUR LAMPUNG

Surat Usulan dari Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis
Daerah Prepiusi Lampung, Perihal Usulan Penunjukan
Atasan Langsung Bendaharawan Jdan sendaharawan Gajil
Tahun Anggaran 2003.

bahwa untuk Kzslancaran pelaksanaan Angcaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran
2003, maka dipandang perlu menuniuk Atasan Langsung
Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji Daerah vyang ber-
tanggungijawab Salk dari segi keuangan, efisiensi dan
efzaktivitas palaksanaan pembayaran gaji.

bahwa Pegawal Negeri 8Sipil vyang nama, pangkat dan
jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan
ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di
tunjuk sebagail atasan Langsung Bendaharawan dan Benda-
harawan Gaji Tahun Anggaran 2003.

bahwa untuk penunjukan Atasan Langsurng Bendaharawah
dan Bendaharawan Gaili sebagaimana dimaksud pada butir
a dan b tersebhut maka perlu di tetapkan dsngan surat
Feputugan Gubernur.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung;

Undang-undang HNo: 22 Tahun 19%9 tantang pemerintahan
Daarak;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah;



Menetapkan

Pertama

Kaduz

4. Keppres No 16 Tahun 19%9% tentang persiapan perubahan
Tahun Anggaran dari tahun Fiskal menjadi Tahun Takwin.

5. Peraturan Pesmeriatah RI. Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemeritan Proplnsi sebagal Daerah Otonom.

6. Paraturan Pemerinizh RI Nomor 104 Tahun 2000 Tentang
dana Perimbangan .

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan dan Pertaggung Jawaban Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah RI NHomor 106 Tanun 2000 Tentang
Fengelotagn dan Pertanggung Jawaban HKeuangan Dalam
Pelaksanaan Lekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

9. Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petun-
juk/Pedomanr Tata Adminisirasil Bendaharawan Daerabh.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
Tentang Pslaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
LCaeran.

11. Eepuiusan slendagri il Nomor 90G-099 Tahun 1%80 Tentang
Manuai Acdministrasi Keuangan Dasran.

12. Perda Nemor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkait dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

13. Perda Womo:lé Tahun 2000 Tentang Pempentukan Organisa-
al dan 7Tata Kerja Lewmbaga Tehnis Daerah Propinsi
Lampung.

L4, Perda demcr 17 Tanun 2000 tentang Pembentukan Organi-
‘Easil Gan Tata Kebja Dines Pleopinsi vampund.

15. Psrds Propinsi Nomor: Tahun 2003 tentang Penetapan
APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003,

M EMUTUSKAN

: Menunjuk Pejabat/Pegawal Negeri Sipil vang mana panggac

-~

dan jabatannya tercantum dalam lajur 3 dan 4 Lampiran
surat Keputusan 1ni Sebagai Atasan Langsung Bendaharawan
dar pBandaharawan Gaji Tahun Anggaran z003.

Tugzs Xewajiban dan Wewenang Atasan Langsung Bendaharawan
Gaji :

I. ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI

1. Bertangyung jawab terhadap segi fisik, keuangan
maupun efesiensi an efektivitas pelaksanaan kegia-
tan yang tercantum dalam DIKDA bersangkutan;

4. Mengadakan 1laporan kas gaii (LEKG) selambat-iam-
batnva pada tanggal 10 setiap bulan setelabh penutu-
pan buku kas yang baru lalu;



dipertangung jawabkan (UUDP) bulan wvang baru lalu
wesala Taoala Daerah:
Ketiga b Surat keputusan ini mulai harlaku esejak tanggal 02

3. Mongadekan pemarilszan kas terhadap Bendaharawan
bawahannys zecasa veriodik, sekurang-kurangnya
cokati dalam 3 {tiga! bulan dengan mambuat Berita
acara Tamerik=zaan ¥as:

4. Harus meneliti kebenaran dan syahnya suatu tagihan
dan zehelum Zendaharawan untuk melakukan pembayaran
atau mengziuckan 2urat Permintaan Fembayaran Gajl
(BPEE) hersargkutan pada Biro,/Racian Keuangan,
bardaparkan Surat Xeputisan Ctorisasi (EEKQ) vang
diterima;

II. BENDAMABAWAN JRJT

1 Waiib menevelanpgarakan tata pembukusn secara
tartin dan teratur dengan Persturan Menteri Dalam
Magoari Nomor 1 tzhun 1980 tentsng pefuniunk Padonen
Tats Administrasi Bendaharawar Daerah;
Bertanggungijawab atas isi dan kesalamatan Has;
¥ambuabt din menvampzilkan furat pertanggunojawabsaa
Anggaran Gaji (OPFZ2) selazmbat-lambhatnya pada tzang-
gul ¢ setiap hulan fentans Cangurusan vang untuk

Lk

Januerli 29203 Zengen ketentuwanr  apabila  di kemudian

hari tardapat kekelisuag dalam suzar  heputysan

akan di adakan pembetulan sebagal mana meatinya.

Ditetapkan di : Talukbetung.
Pada tangozl : 21 - 1 = 2003,
GUEBEEWUERE LAMPUNG
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Dys. OEMARIOHO

Tembusan di berikan kepada Yth:
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Mentari Dalam Hegeri dan Otopnomi Dasrah,
Cg., Ditjen Pumda Ai Jakarta.
Menteri FKeuangan RI di Jakarta.
Eetua BPK di Jakarta.

irektur PT. Bank Lampung di Telukbetung.
Kepala KPEN di Banpdar Lampung.
Kepala Inspeksl Pelayanan Pajak di Telukbetung.
Kepala Badan Pengawas Daerahn Lampundg.
Kepala BPKF perwakilan Lampung di Telukbetung.
Eetua Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung.

.Kepala Dinas gang barsangkutan.
.Himpunan surat-

sUurat kKeputusan.



